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PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



. Namer S0P (193 A fro ML faira modceritis i
o Tanggal Pambustan |4 e Joic |
Tanggal Ravisl |
S I U Tunggal Elmki —‘E ]
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM <S> A
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disahkan olsh I

NiP. 1ST0015 200213 7 004

— = Nama S0P Felayanan Informas: Pubki
| Dasar Hukum ) Kualifikasi Pelaksana —
1. Undang-Lindang Namar 14 Tahur 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik: 1 Memanami standar-slandar pendokumentasian
2. Urdang-undang Nomor T Tahun 2017 lontang Pemilinan Umum: infarmasi.

3 Pemturan Prasiden Republik |hdonesia Momor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,  Mam operas n
Wewsnang dan Organisasl Tata Kerja sekrotariat Jenderal Badan Pangawas Pemiliban Urmism, : .p“kf; T::gum .'h&ﬁignw;:aa:“ﬁim
Sexretanat Badan FPengawas Pemiiban Umum Provingi, Seiretariot Badan Pengawas Pemilihan yang e
Umum Kabupalen/Kota,

Peraturan Pemarintah Momor 61 Tehun 2010 tentang Stlandar Layanen Informasi Publik;

Paraturan Homlsi Informasl Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Putslik;

Peraturan Badan Pangowss Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 temang Pengelolaan dan

Palayanan Informasl Publik di Badan Pepgawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pamiljhan

Lhnum Provingl, Panilla Pengawas Femilihan Umum Kapupatenitota dan Pengawas Pemiliban

Luar Negen,;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilinan Umum Nemor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Falayanan Informasi Publik Bodan Pongewas Pemilihon Umum, Badon Pengawas Pemilihan
Umum Provinsl, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupsten/Kota:

8 Surm Edaran Kelua Bawasll Nomaor 0845/ BAWASLLUMM 0ONII/2018 tanggal 18 Agusbus 2018
tantang Optimalinasi Katerbukaan Informan Bawasie Provinei,

i  Sulol Edaran Kelua Bawnslu Nomor 0125K BAWASLUMHM.0ONI/2019 tmnggal 20 Marel 2018
tariang Paningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasaon Bawasly Provins Dan Bawaniu
Kablpaten /(Kota;

10, Surml Edmran Ketun Bawaslu Nomor Q2RO BAWASLLHM 00/X/2010 tanggal 17 Seplamber
<018 tentang Peaningketan Palayanan nformasl Publik Bawasiu Provinal

oA

Katarkaitan | PeralataniPeriengkapan e |
SOP Parmohonan (nformasi Bawasiu ) | Perangkat Komputer, Formulir, Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan T

Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dlaksanakan maka pelayanan informasi publik informasi | Disimpan dalam beniuk dokumen tercetak dan elekironik.
lidak dapat befjalan dangan baik




SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN = T o KET
PEMOHON | PETUGAS PPID PERTIMBA PFEMB|NA HELENGHAPAMN WAKTU OUTPUT
NGAN FRID
| ¢ F F ] [] 5 & T B g 19
! | Mengunjungi kantor Identitas din
1 Eawaslu DiY/website } Pemchan 1 jam
' Bawaslu DIY .
Membenkan forrmulir | Formulir
i permohonan infarmasi | permohonan
kepada pemohon atau Ej infarmasi, | Data
2 pemaohan dapal mengisi folokopi/scan 15 meni permononan
formulir permaohonan idenlilas diri nformas:
|
mformasi melalul website pemahon
Bawaslu DIY |
Mencatat di buku register Buku register |
permohonan informasi, . permohonan
identitas gn
memeriksa  kelengkapan FL] informasi, berkas Bukti
3 adminisirasi dan kelangkapan | 10 menit | permohonan oo
mamberikan bukti administrasi [ informasi :
permohonan informasi [ | PeaRaeg |
Y




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN ™ KET
PEMOMON | PETUGAS FPID PERTIMBA = PEMBINA KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT |
NGAN PPID |
1 Z 3 4 5 € 7 E ] 10 11 |
Malakukan identifikasi | | Formulir
apakah permohanan permohonan
informasi a diminta nformasi
yang dim ' : Pemberitah
termasuk dalam daftar
informasl  publik  yang e e oo
) data lisan, leks
4 | tersedia atau lidak Y \ 30 menit A
rmohonan | maupun
Jika lya maka langsung ke </ T: o
nformas melalui
poin 11, jika tidek maka - '
amail
Pemohon  mendapaikan
| pemberilahuan unluk
tindak lanjut
Menyarahkan Formulir
5 permaohonan infoermas| | I Parmohanran 1 hari
kepada PPID infermasi
“Memerksa substansi Formulir | Catatan
6 | pearmohonan informasi — Parmohonan 2 hari permohonan
| untuk ditindaklanjut J informasi mformasi L




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

F

Tim
PEATIMBA
HGAM PPID

BEMBINA

KELENGHAPAN

WAKTU

11

1 Jika

Melakukan koordinasi
deangan lim parimbangan
PFID dan Pembina PFID
jenis
permananan informas

menganail

Catalan
parmohonan
informasi

2 han

Surat
Disposisi

Jika  Informasi
diminla

Wwawancara
dibarikan  |adwal untuk
melekukan wawancara

dengan narasumber

yang
membuluhkan
maka

informasi  yang

diminta

bersifat I

dikecualikan maka PPID |

menyampaikan dan

membual surat panalakan |

Menyiapkan
penolakan karena bersifat
dikecualikan

sural |

Sural Disposisi

2 harni

Pembearitahu

-an jadwal

waRwancara

pembentah

uan
lisan,

melalul

leks

maupun
melalul

amail

Datar Informasi |
dikecualikan '

1 hari

Sural
Pembenlahu
an




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Tim KET
PEMDHON PRID FEHRTIMBA | PEMBINA KELENGHKAPAN WAKTU CuUTPUT
HGAN PPID |
1 F k] 5 [0 [ ] [ - ] 10 11 -
iapka dak nf
Manr:p n-lI uma = :
berkas/sura
1o o 2 hari berkas/ |
dimahonkan
sural 4
Mend kan i asi i
12 ik b ( ] 10 meenit
yang dibutuhkan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP 193, % /0.4 /i £o /5 /3020

Targgal Pembuatan _.; Ml ibio

Tanggal Revisi

Tanggal Efekdif

Pt Sehratariat
DMsahkan oleh -
N Flirlani

NIP. 16780015 200212 2 004

Penangunen Keberalan Informasi
Nama SOF Pubillk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

B b

™

8

Undang-undang Nomeor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliian Umum;

Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan Informasi Publik;
Pergturen Pemerintah Nomar 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nemar 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Fengelolaan dan Pelayanan Informas; Fublik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provingi, dan Badsn Pengawass Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kola

Surat Edaran Kelua Bawasiu Nomor 0845/ BAWASLU/MHM 00/VINIK2018 tangoal 16
Agusius 2018 tentang Optimalisasi Ketesbukaan Informasi Bawaslu Pravinsi,

Surat Edaran Ketua Bawasly Nomaor 0725/ BAWASLU/MM.00/12019 tanggal 20 Marat
2018 tentang Peningkatan Pengelolzan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi
Dian Bawaslu Kabupaten /Kota;

Surat Edaran Kelua Bawasslu Nomor 0288/K BAWASLU/HM.OOMX2018 tanggal 17
September 2018 lentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publlk Bawaslu Provinsi

Keterkaitan

1. Memahami slandar-standar pendakumerntiasian
infarmasi

2 Mampu mengoperasikan Ms. Office dan aplikasi-
aplikas) komputer yang berkaitan dengan publikas:

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Peiayanan Informasi Bawasiu

2 _SOP Penanganan Keberalan Bawaslu

Peringatan

Perangkal Komputer, Formulir, Printer

Pencatatan dan Pendataan

Apabila kegiatan d) dalam SOP tidak dilaksanakan maka pengumpulan, pengelajaan dan
pendokumentasian informasi tidak dapat berjalen dengan balk.

_ Disimpan dalam bentuk dokumen fercelak dan

slskiron|k.




SOP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

PETUGAS

ATASAN PPID

TiM
PERTIMBANGAN
PPID

KELENGKAFAN

WAKTU

KET

2

]

T

Mengajukan keberatan
melalui websife alau datang
langsung ke pusst layanan
PPID

5 menit

Memberikan formulir
pengajuan keberatan kepada
pemohon untuk diis! atau
Pemohon dapal mengisi
formulir pengajuan keberatan
melalui website

Farmulir

pengajuan
keberalan

1)jam

Formulir
pengajuan
keberatan

Mencatal pengajuan dalam
buku register keberatan,
memeriksa kelengkapan
adminisirasi dan memberikan
tanda terima kepada
pemohon

v

Buku regisler

30 manit

Tanda tarima

Fatokapi
identitas




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Lias KET
PEMOHON PETUGAS | ATASANPPID | PERTIMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU ouUTPUT
PPID
1 z 3 4 5 5 7 8 5 10
4, Menyerahkan permohonan Draft 1 han Draft
keberalan kepada r_u pengajuan _ pengajuan
Atasan/Ketua PFID "D keberatan keberatan
5. | Meneruskan permohonan Draft 1 hari Drafl surat
kebaratan kepada Tim = pengajuan tanggapan
Perlimbangan/Penanggungja D keberatan
wab PPID _
B. Menyampaikan tanggapan Draft surat 25hari | Sural
tertulis kepada Pemohaon tanggapan tanggapan
informasi dengan .
menyampaikan alasan _H_H_
penolzkan atau
memerintahkan PPID untuk
memeanuhi keberatan dari
Pemaohan .




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN ™ N KET
FEMOHON PETUGAS ATASAN PPID | PERTIMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU outeuT
PPID
1 Z 3 4 5 3 7 B g 10
7. | Menindaklanjuti tanggapan Surat 3 hari Sural
dari Tim tanggapan tanggapan
Periimbangan/Pananggungja r..__ _
wab PPID terhadap
keberatan Pemohan
B. Menerima tanggapan alas Surat 1 jam
permohanan pengajuan _ T tanggapan
kebaratan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Momor S0P

o

_Turqqll Peambuatan

Tanggal Revis

Tanggsal Efexti

e |2 BARRIA

!

£ Wouros! Fitriani
NIP. 19790815 200212 2 004
Nama SOP Fananganan Sengleta Informasi R
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana '
1. Undang-undang Nomar 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Pemenntah Nomor 81 Tahun 2010 lertang Standar Layanan Informasi

Publik;

4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 lentang Standar Layanan
Informasi Publik;
5. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2017 lentang Tata Cara Musyawarzh
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubermur Bupali dan Walikota,
6. Peraturan Badan Pangawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pengslolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Femillhan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas
I Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
| Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

| 1. SOP Pelayanan Informasi

2. SOP Penanganan Keberatan
3._SOP Penanganan Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi Nor-Litigas| Bawasiu

, Perangkal Kompuler, Printer, Aplikasi SIPS

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

|

l

elektronik.

Disimpan dalam bentuk dokumen lercetak dan




SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

- PELAKSANA MUTU BAKU |
Tim Potu
Noil  WEGIATAN Aoet | eeio | pertimban | PID o | PeESE | wno Dosk el PO | ekt | o : =
gan | Informasi —
1 2 E] 4 5 & 7 i ] 8 1d | K] 12 13 14 15 i 16

A. | PERSIAPAN -

1 | & Menenma surat | ‘ | | Surat 3 Dispast | 1. r:m:a(:
panggilan sidang | panggilan | jam | si nfo
serivn [ e = S | e publi
infarmasi di i sengkela yang
Komis| Informasi ‘ informasi mengajuk
Daerah (KID) DIY di KID an

b. Melakukan rapat | dan keberatan
pembahasan | dokumen pelayana
dengan Tim | keberatan n
Pertimbangan, | pelayana informasi
Pengelola | | n kepada
Informasi dan ' | infrormas| Bawaslu
Dokumentasi publik 2 Rapat
(PID) dan Kabag diselengg
Hukum terkait arakan
surat panggilan paling
sidang sengkela lambat 1
informasi di KID hari

¢ Menugaskan setelah
PPID, PID dan surat
Kabag Hukum panggilan
barkoordinasi sidang
dengan KID DIY J diterma




menyiapkan

| PELAKSANA MUTU BAKU
Tim FPetugas
| e KEGATAN “bast | epD | Portimban | PID m Felsmt | wipoiy | Deak il FTLIPTT | xelendhtP® | wastu | outpu KET
! gan Informan|
1 2 ) [ 5 E 7 3 g 0 i [F] 13 i s 16
2 | a Berkoordinasi Disposisi, | 3 Lapora
dengan KID DIY surat jam | n hasil
terkail surat tugas dan koordin
panggilan sidang surat asi
sengkela panggilan
informasi publik sidang
b. Menyiapkan sengkela
laporan hasil CLI ;D informasi
koordinasi L — publik
dengan KID |  KIDDIY
untuk diserahkan |
kepada Atesan |
PPID |
3 | a Mencermatidan | Laporan |30 | Disposi
memenksa hasil ‘ 4 hasil meni | si
laparan hasil , E:l koordinas |t
koordinasi ! |
dengan KID DIY |
b Memerintahkan |
PPID bersama
Tim
Pertimbangan
PPID. PID, [
Kabag Hukum l'
dan Pejabal
PPID untuk




PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN oo Kaba Pejabat POIUGAE | oomohon | PTUNPTT | ka KET
| ePID ! Pir:.rnnhln PID e Fl:m KOO | Dok | el | U nakaon | wakns | Output |
7 ) a_ | g 5 7 B 0 0 1 12 13 " 15 6 ]
bahan sengkata . '
informasi publik -y '
(mediasi) [
4 Menyeienggarak Disposisi | 2 Draft
an rapal dandata | hari | jawaba
koordinasi terkail kena | n
dengan Tim sengketa lertulis/
Pertimbangan yang keleran
PPID, PID, v dibutuhka gan |
Kabag Hukum, -y o B o T o, o n lisan :
dan Pejabal 1 dan i
PPID terkall kelengk |
penyiapan draft apan
jawaban bahan '
tertulis/keteranga yang |
n lisan dan dibutuh |
kelengkapan kan ‘
bahan yang dalam
dibutuhkan dslam sengkel
sengketa a
informasi publik informa
. Melaporkan si
kepada Atasan publik
PPID terkait draft
jawaban
tertulis/keteranga
n lisan dan |




PELAKSANA ' MUTU BAKU
No KEGIATAN Atasan Tim | Kabag | Pejabat POluGES | pamohon | PTUNPTT | Kelengkaps | e | oumes KET
PPID PPID P:r:::lhm | PR | ien PPID KID DIY wnm oo UN a
1 2 3 4 E [l 7 ] [ 10 i1 1z 13 14 18 T3
kelengkapan E_J %H
bahan yang
dibutuhkan dalam |
sengkela
informasi publik l
|
5 | a Memariksa drafl Draft | Tent | Surat
jawaban Jawaban | alive | Kuasa,
lertulis/keteranga tertulis/ke jawaba
n lisan dan Tid lerangan n
kelengkapan b 4 lisan dan terntulis/
bahan yang ?— kelengka keteran
dibutuhkan dalam pan gan
sengketa Ya bahan lisan
informasi publik yang dan
dibutuhka kelengk
Jika setuju, n dalam apan
disarahkan ka sengketa bahan
PPID untuk informasi yang
dibawa ke sidang ! publik dibutuh
sengkela kan
infarmasi dalam
(mediasi) Jika sengkel
lidak setuju, a
dikembalikan ke informa
PPID untuk si
diperbaiki. publik
b. Memberikan v ¥ v v |




No

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Atasan
PPID

PPID

Tim
Partimban
gan

PID

Kabag Pejabat
Hukum PPID

KD Diy

Patugas
Dosk
Informas|

Pamohon
Informasj

PTUNIPTT
UN

Kulsnghapa
n

Waktu

KET

2

7 | ]

13

18

kuasa kepada
FPID, PID,
Bagian Hukum
dan Pejabal
PPID untuk
mewakili
lembaga dalam
memberikan
kelerangan
(jawaban) lisan
maupun tulisan
pada
persidangan
sengketa
informasi publik
di KID DIY

]| L

PELAKSANAAN PERSIDANGAN

—

a. Mewaklll Bawaslu

mengikuli proses
mediasi di KID
DIy

. Mewakili Bawaslu

mengikuti
kesepakatan/kep
ulusan para
pihak dalam
mediasi di KID

[Me
LJ

Surat
kuasa
dan sural
Jawaban
Bawaslu
atas
sengketa
informasi

Tent
alive

lL.apara
n hasil
mediasi




No

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

PPID

PPID

Tim
Pertimban
gan

FID

Kabag
Hukum

Pojabal
BRID

KiD DIY

Palugas
Dask
Informasl

Femohon
Informas|

Kelenghapa
n

Wakiu

Output

KET

i

 J

10

1

13

14 15

18

oIy

c. Mewakill Bawaslu
memberikan
kelerangan
(jawaban) tertulis
maupun lisan

d. Melaporkan hasil
mediasi ke
Atasan PPID

Memenksa hasil
laporan mediasi.
Jika mediasi selesai,
memenntahkan
PPID mengarsipkan
dokumennya

JIkas mediasi
berlanjul ke ajudikasi
non-litigasi oleh KID
DIY maka
membenkan kuasa
kepada PPID, PID,
Kabag Hukum dan
Pejabat PPID umuk
mengikul dan
memberikan
keterangan

|

[k

Laporan
hasil
mediasi

30 Surat

kuasa
mangik
uti
proses

pamen
ksaan




PELAKSANA - MUTU BAKU
KEGIATAN Masat | i . | naveg | Pejubat | oo | PO | Pemohon | PTUNIPTT | Kelngkass |y, | oup i
| s Hukum PPID indcirmign Informaal UN n a0
Z K] | = 5 [} 7 ] g 10 1 12 3 AL 15 18

(jawaban) lisan | LJ

maupun lulisan pada |

proses pemeriksaan.

a Mengikuti dan Sural Tent | Lapora
memberikan kuasa atve | n hasil
keterangan mengikuti sidang
(jawaban) lisan N proses pemen
maupun tulisan EL-l ‘[ |‘ “I —| |-'—[ permeriks ksaan
dalam sidang aan dan penyele
pemeriksaan keteranga saian
penyelesaian n sangket
sangketa (jawaban) a
informasi publik. tertulis

b. Melaporkan hasil
sidang
pemeriksaan
kepada Atasan
PPID

Memeriksa laporan Laporan | 30 Sural

hasil sidang L4 hasl| meni | kuasa

pemeriksaan j sidang t

penyelssaian pameriks

sengketa aan

Memberikan kuasa ::r:‘yalas

kepada Ketua PPID, sengketa

PID, Kab!g_HuImm




No

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

*!%é‘

Kabag

Pe|nbal
PPID

KID DIY

Petugss
Dask
Informasi

Pemohon = PTUN/PTT
Informas| UN

Kalengkapa

Waktu

Output

Fi

10

=

1"

14

15

dan Pejabal PPID
untuk mengikuti
sidang pembuktian
sengketa dan
membernkan
keterangan
(Jawaban) kisan
maupun tulisan

& Mengikuti dan
memberikan
keterangan
(jawaban) ksan
maupun tulsan
dalam sadang
pembuitan
penyelesaan
sengketa
informas) publix

b. Melaporkan hasi
sidang
pembuidian
kepada Atasan
PPID

_l

]

Surat
kuasa
mengikuti
sidang
putusan
KID dan
kelaranga
n
{jawaban)
tertulis

 Tent
| alve

Lapora
n hasil
sidang
pambu

| ktian
penyele

Memeriksa laporan
hasll sidang
pembuktian

Laporan
hasil
sidang

kuasa




PELAKSANA - MUTU BAKU
o WESATAN Aomst | e Partmban | PID o | Peeest | woor gy Pt | T | onmaes. | way ! Ouipia i
T 2 3 4 g:n B 7 [ [ ‘I_Mq?“;?!i 1 [F} [E] W, 18
penyelesaian ] pemeriks '.
sengketa aan 1
penyeles

Membenkan kuasa . alan

kepada FPID, PID, I sengketa

Kabag Hukum dan

Pejabat PPID untuk Ej

mengikut dan

membenikan

jewaban pada

sidang putusan KID

Dy

7 | 8 Mengikuti dan Surat Tent | Lapora

memberikan kuasa ative | n hasil
keterangan mengikuti sidang
{(jawaban) lisan sidang pembu
maupun tulisan ﬁj | |'_ _[ l_—| }_—l | putusan klian
dalam sidang KID dan penyale
putusan KID DIY keteranga saan

b. Meminla salinan n sengket
pulusan sengketa (jawaban) |a
informas: publik, tertulis
rekaman video
dan transkip
terkail proses
dan hasil mediasi f




i PELAKSANA MUTU BAKU
No ATAN | Awsan Tim g | [ PemmEs T hon | PTUNIPTT | Ketenghags KET
| SEGIATA s PPID | Pertimban |  PID oridl W=l 1 B ol Rl ABE | wakty | Outpor
gan Intormasl
1 F1 j 3 ] 5 fi 7 [ ] 10 1 12 13 14 15 15
dan ajudikasi L_J
persidangan
kepada KID O1Y
c. Melaporkan hasil
sidang putusan
KID DIY kapada
Atasan PPID
8 | Memeriksa laporan Laporan | 30 | Disposi
hasil sidang putusan hasil meni | si
KID DIY, salinan sidang l
putusan sengketa, putusan
rekaman video dan KID,
lranskip mediasi dan salinan
ajudikasi. putusan
sengketa,
Jika putusan KID EH dakiTian
DIY memenangkan video dan
seluruhnya dan/atau transkrip
sebagian mediasi
permohonan dan
pemohon maka ajudikasi
memerintahkan
| PPID untuk meangkaj
! putusan KIO DIY
§ 3 Melakukan Disposis) |3 | Nota
konsolidasi dan Jam | dinas,
dengan Tim v salinan hasil




PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Atasan LA Kaba Pajabat Potiges Pemohon | PTUNIPTT | Kalen KET
e PPID Plr;r::-n PID g PJHD KID DIY | nm ) i g NP | wakty | Qutpn
1 2 3 4 5 g 7 B § 10 [ [F] 3 | 15 16

Pertimbangan LJ | putusan kajian,
PPID, PID, sangketa draft
Kabag Hukum | KID DIY syral
Humas dan parsety
Pejabal PPID | juan
uniuk mengkaji Alasan
putusan sengketa PPID
KID DIY yang untuk
memenangkan melaks
saluruhnya anakan
dan/alau putusa
sebagian n KID
parmohonan ory,
pemaohan. dan
Jika hasil kajian draft
meanyalakan surat
informasi permah

. Dapal dibuka, onan
maka bandin
menyiapkan drafl g ke
surat perselujuan FTUN/
Atasan PPID PTTUN
melaksanakan
putusan sesuai
amar putusan
dan peraturan
perundang-
undangan




PELAKSANA

No|  KEGIATAN horl | Patu e
Ata
oo | PPID | Petimban | PiD Vi Fopet | wiow | Duak :I';m“":;: PTUNG (T | olenckaos | yrusmy | - Outpus KET
1 2 ] 4 I:“ 5 7 8 3 Il Im:;m' 1 3 i
2 Tidak dapat ] . - I =
dibuka, maka
menyiapkan draft
sural
permohonan
banding ke
PTUNPTTUN '
untuk dilanda
tangani oleh
Atasan PPID
b. Mengarsipkan
dokumen mediasi
dan ajudikasi
sengketa
informasi publik
10 Me_mer'iksa hasi| Nota 30 | Disposi
kailan, 4 dinas, meni | si, sural
— hasil 1 persetu
Jika hasil kajian D kajian, juan
mrﬁ::tzpat draft Atasan
dibuka maka i j s
| menandatangani g:fﬂtl-'ll-l :::El
draft surat
perselujuan dan :tFl"IHDE:an E:::ﬂ ?
meamerintahkan draft bandin
PPID untuk surat g ke |




No

KEGIATAN

PELAKSANA

Alapan
PPID

PPRID

Tim
Partimban

Wabag | Pejabat
Hukum |  PPID

KID DIY

T Polugas
Dask
| Informasi

MUTU BAKU

Pemohon
Informani

PTUNPTT
UN

Kolenghape | o
n

Output

KET

2

T a

[ 10

FH

13

16

menyerahkan ke
pemohon informasi.

Jika hasil kajian
menyatakan
informasi tidak dapal
dibuka, maka
menandatangani
draft surat
permohanan terulis
banding dan
memerintahkan
PFID
menyampalkan ke
PTUN/PTTUN

Jika lidak menyetujul
draft surat
perselujuan dan
draft sural
permohonan
banding ke
PTUN/PTTUN maka
dikembalikan ke
PPID untuk
diperbaiki

I
p

permaho

[ nan
banding
ke
PTUN/PT
TUN

15
PTUN/ |

PTTUN

"

8. Memerintahkan
Petugas desk

Sural
persetuju

meni

Disposi
si, sural




_ PELAKSANA MUTU BAKU
No|  KEGIATAN Atsaan e an Kabag | Pejabat ‘ —— Pomohan | PTUMRTT | Kea008368 | ey | cuspur KET
s Hukum PFID informasi | 'POmaS LN
i z 3 £ 7 [] g 10 T 12 13 L 5 16
informasi untuk . an 1 persetu
menyarahkan Alasan | juan
surat persetujuan PPID, Atasan
Atasan PPID infarmasi PPID,
beserta informasi publik informa
publik yang dan surat H
dibutuhkan ! permoho publik
kepada pemohon ! nan dan
informasi ' banding sural
. Memernintahkan ke permoh

petugas desk PTUN/PT | gnan
informasi untuk TUN bandin
menyerahkan g ke
sural FTUN/
permohonan PTTUN
banding kepada
PTUN/FTTUN

12 . Menyerahkan Surat 1 Faorm
sural persetujuan | persetuju | jam | tanda
Alasan PPID dan an lenma
informasi publik v Alasan yang
yang dibutuhkan =3 PPID, | belum
kepada pemohon infarmasi | tenisi
informasi publik

. Menyerahkan 1 dan sural
surat permoho
i permahonan l nan




PELAKSANA MUTU BAKU
Tim Petu I
No KEGIATAN ot | ePio | Pertimban | PiD aaeg | PeaEt | aomiy Dask el (el Repgmadl U R0 o
| gan Informasi
1 F3 1 3 | 5 B 7 ] 8 10 i [H [E i 15 15
banding kepada | ]\’] banding
PTUN/PTTUN ke
PTUN/PT
TUN
13 . Menerma sural Form 10 Surat
parselujuan tanda meni | perselu
Atasan PPID Ej terima |t |juan
beserta informas 3 yang Alasan
publik dar belum PPID
petugas desk | lerisi dan
informasi informa
Bawaslu 1]

. Menyerahkan publik,
form tanda tenma Ej form
yang sudah terisi tanda
kepada patugas larima
desk informasi yang

sudah
| | e
14 | a Menenma surat Farm 1 Surat
permohonan landa jam | permoh
banding dari terima onan
petugas desk yang bandin
informasi belum ' gke
Bawaslu terisi PTUN/
. Menysrahkan | | PTTUN




PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

‘Atasan
PPID

PPID

Tiem
Pertimban
gan

PID

Kabag

Hukum

Piojabat
PPID

KID DIY

Petugas
Desk
Informanl

Pemohon
Informasl

PTUN/PTT

Kalengkapa

Output

2

i

11

14

15

16

lorm landa lenma

yang sudah tens|

kepada petugas
desk informasi |

,landa
lerma

15

Menarima landa

lerima -

a. Surat persetujuan
Atasan PPID
besera informasi
publik dan
pemohon

informasi

b Surat |

permohonan |
banding dan .

PTUN/PTTUN

Farm
landa
lerima

yang

terisi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomaor SOP 192 Bf9C/SET /i & (e 2can

Tanggal Pembuatan | 4 Mel 1ea0

Tanpgal Rews|

Tanggal Efektf g

Disahkan oleh

HIP. 19720815 200212 2 004

Mama SOP Pengelolaan Informasi Pubilik

Dasar Hukum

“Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lenlang Keterbukaan Informasi Fublik,

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Preaiden Republk Indonesia Nomer Tahun 2098 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Wewenang dan Organisasl Tala Kera sekrelarial Jenderal  Badan Pangawas Pemilihan Umum,

Sekretarial Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsi, Sekrelardal Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kebupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomaor 81 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tenlang Standar Layanan Informas Publik;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan

Palayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Limum, Badan Pengawns Femilinan Limum

Provinsi, Panitia Pengawas Pemillhan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Femillhen Luar Megen,

7. Pamawan Badan Pengawas Pemiliban Umum Nomeor 10 Tahun 2015 lenlang Pengelolzan dan
Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemlihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Limum
Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupsten/Kota,

8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0645/ BAWASLUHM.0OVIIKZCTE tanggal 16 Agustus 2018
fentang Optimalisas Keterbukaan informas| Bawaslu Provinsl,

9, Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 01250 BAWASLU/HM DO/AII/2018 tanggal 20 Marat 2018 tenlang
Peningkatan Pengelclaean Dan Felayanan Kehumasan Bawasly Frovins) Dan Bawaslu Kabupaten
Kote;

10 Sural Edaran Kelua Bawas/u Momor 0289/ BAWASLUMM 00/1)/20189 tanggal 17 September 2019
{enlang Peningkalan Pelayanan Informas| Publik Bawasly Provins

oo

 Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Palayanan Infarmasi
2. SOP Pengumpulan Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu

Perangkal Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila kegiatan di dalam SOP ldak dilaksanakan maka pengelolaan informasi tidak dapat
berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan
elekironik.




SOP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

Pembina
PPID

Atasan
PPID

Anggota
PPID

Pejabat |
PPID

Unit
Penyedia
Informasi

Kelengkapan

MUTU BAKU

Waktu

L

3

4

Z
Menugaskan anggota PPID
untuk mengelola
{(mengklasifikasi,
mengelompokkan dan
mengolah) data dan
informasi publik setiap
minggu terhadap data dan
informasi publik yang sudah
terkumpul di Atasan PPID

B

r

-

L]

Laparan

30 menit

Berkoordinasi dengan
Atasan PPID dalam proses
pengelolaan data dan
informasi publik

Disposisi

30 menit

Melakukan kegiatan
pengolahan, klasifikasi dan
pengelompokan data dan
informasl yang kemudian
disarahkan kepada Atasan
PPID

Mota
Permintaan
Data

2 hari kerja

Dala dan
informasi /

dokumen

I Atasan PPID melakukan

reviu dan verifikasl terhadap

Data dan
informasi /

1 hari kerja

Catalan dan

laporan hg:_t!l__

S



data dan informasi yang
diterima dari Anggota PPID

Jika lulus verifikasi maka
melaporkan hasil reviu dan
verifikasi tersebut kepada
Pembina PPID

Jika tidak lulus verifikasi
maka hasil raviu dan
verifikasi dikembalikan ke
anggota PPID

Ya

——

(

Tidak

‘dokumen

reviu dan
wverfikasi

Menugaskan Atasan PPID
untuk menyerahkan data
dan infarmasi yang sudah
dielah kepada Pejabat PPID

Laporan

30 menit

Desposisi

Berkoordinasi dengan
Atasan PPID terkait data dan
Informasi yang sudah diolah

Pejabatl PPID menyerahkan

dala dan informasi yang

| sudah diclah kepada Unit

karja yang menangani
- dokumentasi data dan
‘ informasi di Bawaslu

Disposisi

30 meni

Data dan
informasi /

Idukmne.n

Data dan
informasi /
dokumen

30 menit

| Laporan




R

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




BAWASL U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lt

Dasar Hukum

Nomor SOP 163 F/~0 1§81 [vw.00/o8 (1020
Tanggal Pembuatan | 4 Mel Jcio
Tanggal Revis|
Tanggal Elektil
P H PiL Ke rotariat &
Disahkan aleh \ m b '
e BA i* t "
B NIFD AEA0881 52002122 004
Pengelolnan Informasi yang
Nama SOF Dikecualikan
Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2076 lentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Orgenisasi Tala Kera selselarial Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemillhan Umum Kabupaten/Kota;
. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informas| Publik;
. Peraturan Xomisi Informasi Nomer 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;
5, Paraturan Badan Pengawas Pemilinan Umum Nemer 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publix di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengewas

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
Pengawas Pemilinan Luar Negeri,

e

6, Persluran Badan Pengawas Pemillhan Umum Nemor 10 Tahun 2019 tentang

Pengelclaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pangawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilhan WUmum
Kabupaten/Kala;

1

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
2 SOP Pendokumantasian Informasi dikecualikan Bawaslu

Peringatan -

Pencatatan dan Pandataan

I

Disimpan dzalam bentuk dokumen tercetak dan
elektronik.




SOP PENGELOLAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
e REGIRT Atasan PPID | Anggota PPID n.ﬂﬂw.ﬂ:m Kelengkapan Waktu Output
1 ] 3 _ a 5 & i 8
Mengumpulkan informasi |
1 dan dokumentasi yang telah Dokumen hasil 1 hari Dokumen informasl yang
ditetapkan sebagai identifiaksi dikecuallkan
informasl yang dikecualikan
Melakukan pamindaian . Hasil pindai dokumen
; Dokumen informasi yang . i
2 | rerhadap informasi yang ﬂu dikacabiiian informasi yang
dikecualikan dikecualikan
3 Membuat daftar informasi _|&|_ Hasil pindal informasi 2 i Rekap daftar informasi
vang dikecualikan _ yang dikecualikan yang dikecualikan
M il i i r|u o . Rekap m_m:& informasi . Rekap daftar _.12:.55
4 : ) yang dikecualikan, nota | 1 hari | yang dikecualikan,surat
vang dikecualikan : :
dinas disposisi
Micthampa o iman __ Rekap daftar Informasl
. informasi yang dikecuallkan dik lika Folder khusus informasi
dakam bentuk digttal atau % vang dikecualikan, surat: | 1han | s dikacualikan
elektronik | = disposisi
Melaporkan hasil kegiatan - Folder khusus informasi
6 | pendokumentasian VD yang dikecualikan, nota | 3 jam | Surat disposisi

infarmasi yang dikecualikan

dinas




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Namar BOP_ ;a ﬁf\f:gf;z.t [erns -x.fm (FE+7
Tenggal | i )=
' Fembuatan A Me 3cc —
Teanggal Revigi

BAWASLU Tangom | — |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM .--"ﬂ

DAERAH ISTIMEWA YOG YAKARTA ) ﬂi Sl U
Disahian olsh

E",o ",l) AW
,.- nﬁ-ﬂﬂ-
NP 17PN § De3N1 1 s

Mama SOP [ Penyusunan Detsr informas o
Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Memahami peraturan perundang-undangan
g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:; yang berlaku
. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, | standar-standar pendok rmentas a-

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang S!an::!ar Layanan Informasi 2 .’::mahﬂ.m'
Publik, b i _ g

5. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 3. Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan
Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, aplikasi-aplikasi komputer yang berkatan
dan Badan Pengawas Pemllihan Umum Kabupaten/Kota; dangan publikas:

6.

Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0845/K.BAWASLU/HM.QO/VIINZ018 tentang

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi;

7 Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0125/K.BAVWASLU/MHM.0DMII/2C18 tentang
Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu

Kabupsaten /Kaota

8. Surat Edaran Keilua Bawaslu Ncmor 0288/K.BAWASLU/HM.00/X/2018 tentang
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi,

| Keterkaitan Peralatan/Periengkapan _
Peran tK uter, Handph : A
1. SOP Pelayanan Informasi Bawaslu e gg:bm;m:T:r andphona, Intemetl Kamema
2. SOP Penanganan Keberatan Bawasiu ng '
Peringatan

Pencatatan dan Pendatzan

Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan maka pengumpulan, fengetotaan dan Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan
pendokumentasian informasi tidak dapat benalan dengan baik. elektronik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Homor SOP 193 6/ (0/I2T /s e fOs frcun |
Tanggal e = |
Pemoustsn |4 Md3ee
Tanggal Revis: ,
Tanggal Efektd
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA gt
Mama SOF
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan (mformasi Publik;
| 2 Undong-undmng Nomor T Tahun 2017 1entang Pamilinen Umum;
| 3. Paaluran Presiden Republik Indonesa Nomor 88 Tahun 2018 lerdanp Kedudukan, Tugas, Fungs! Woewonang dan Organisas
| Tata Korjs sekretariat Jenderal Badan Pengawss Femilihan Umum, Seioretanal Badan Pangawas Pemilihan Umum Provinsi, |
| Sehrelarial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kots;
4. Peraluran Pemeriniah Nemor 81 Tahun 20710 temtang Standar Lavanan Informasi Publik; |
5. Persluran Karmisi Informasi Nomor 1 Tabun 2010 lentang Standan Layanan (nformas) Publik, |
€. FPeraluran Badan Pengawas Pemlilihan Umum Nomer 1 Tanun 2017 temang Pengelelaan dan Pelayanan Informasi Pubhk & |
Eader Pengawas Pemilhan Umum, Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panilia Pengawas Pemilinan Umum {
[ Kahupaten/Koin don Pengawans Pemilihan Loar Negeri;
| 7. Pealuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomer 10 Tabun 2018 tenlang Pengelokaan dan Pelayanan Infommasi Publik
| Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pangawas Pemillhan Umum Provinal, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
I Kabupaten/ola; |
& Sural Ednran Ketus Bawnsh Nomor D545 BAWASLUMHM 0002018 tanggal 18 Agustus 2018 tenlang Optmalisasi |
Kalerbukaan Informasi Bawasiu Provinsi;
| 0 Sunl Edwan Kelun Bawasly Nomor 0125/ BAWASLUHM ODAIKZOIE tanggal 20 Mare! 2018 tentang Peningkainn
. Fengeolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawas|u Provingi Dan Bawas|u Kabupaten /Kota,
10. Sursl Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0280/K BAWASLU/MM DONXZ019 langasl 17 Seplembar 2019 lentang Peningkalan |
Pelayanan nformasi Publik Bewaslu Provins| 7| —
Keterkaltan | Pemiatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informas - Perangkat Komputer
Peringatan ) Pencatatan dan Fendataan
| Apabila kegiatan di dalam SOF tidak dilaksanaxan maka pengumpulan, pangelolaan dan pendokumentasian informasi | Disimpan dalam benluk dokumen tercetak dan
tidak dapal berjalan dangan baik, eleklronik.
— — L
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